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BAB |
UMUM

Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 aspek penting yaitu
Kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah dan kebijakan di bidang pembelanjaan
keuangan daerah, serta kebijakan di bidang pembiayaan. Kebijakan di bidang keuangan
daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, dan masing-masing harus dapat
bersinergi. Idealnya merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya dapat mendukung berbagai
kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

APBD merupakan dokumen perencanaan anggaran tahunan daerah yang disusun
dalam rangka mengimplementasikan kebijakan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kebijakan
pengelolaan keuangan daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan bidang
pendapatan, kebijakan bidang belanja daerah dan kebijakan pembiayaan.

Penerimaan daerah bersumber dari pos-pos pajak daerah dan pos retribusi
daerah yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berpedoman pada
standar pelayanan minimal dan tidak memberatkan masyarakat. Masyarakat sebagai faktor
sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan, peningkatan sumber daya
manusianya diupayakan melalui jalur formal dan jalur non-formal.

Setiap badan/dinas/lembaga teknis lainnya yang mengelola sumber pendapatan
wajib mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Prioritas peningkatan PAD diarahkan
untuk peningkatan jumlah objek dan subjek pajak/retribusi daerah, penegakan hukum,
penyempurnaan metode dan prosedur pemungutan serta pembaharuan peraturan-peraturan
yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu perlu dilakukan upaya
rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga tercipta struktur penerimaan
daerah yang semakin mantap dan system usaha yang merangsang pertumbuhan ekonomi

daerah.
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Peranan BUMD, lembaga keuangan daerah dan penyertaan modal daerah
kepada BUMD harus ditingkatkan dan dikembangkan secara optimal untuk memperkuat
kemampuan keuangan daerah. BUMD Kota Mojokerto diupayakan lebih meningkatkan
dayaguna dan hasil gunanya, serta harus diupayakan peningkatan kualitas, produktivitas
dan profesionalismenya. Badan Usaha Milik Daerah harus memenuhi kewajiban keuangan
dan kewajiban lainnya kepada Negara dan daerah dengan tertib.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi, pemerintah kota harus mampu memanfaatkan peluang melalui kerja
sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB I
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Secara tertib, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tepat waktu dan tepat
guna yang didukung dengan  bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Taat pada peraturan perundang-undangan, adalah bahwa pengelolaan keuangan
daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Efektif, bahwa pencapaian hasil pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan
target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan
hasil.

Efisien, bahwa pencapaian keluaran harus maksimum dengan masukan tertentu

atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis, perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat
harga yang terendah.

Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah.

Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Keadilan, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau
keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan

proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat, bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

A. TATA KELOLA KEUANGAN YANG BAIK

1.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah
daerah melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan
daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun
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pertanggung jawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional,
pelatihan, monitoring dan evaluasi secara akuntabel dan transparan.

2. Perbaikan regulasi dan penyiapan instrumen operasional dimaksud dilakukan dengan
cara menjabarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan
daerah yang lebih tinggi, maupun pembentukan peraturan yang dibutuhkan oleh
daerah.

3. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran,
pelaksanaan, penatausahaan serta penyiapan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dilakukan secara cepat dan akurat dengan mengembangkan dan
mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA),
SP2D Elektronik dan E-Budgeting.

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur pengelola keuangan
daerah melalui penataan organisasi, sosialisasi dan sosialisasi/ bimbingan teknis,
penerapan tehnologi informasi, mengupayakan rekrutmen pegawai yang mempunyai
keahlian di bidang pengelolaan keuangan daerah dan tehnologi informasi.

5. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan
anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh pemerintah propinsi
kepada Pemerintah Kota Mojokerto.

6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan
keuangan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

B. PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:

1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

3) menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Angaran (PA/KPA)
dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB);

4) menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
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5) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan
daerah;

6) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang

daerah;

7) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik
daerah; dan

8) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran.

c. Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2) Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
(PAJKPA) dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB).

d. Pelimpahan kewenangan dimaksud huruf c ditetapkan dengan Keputusan
Walikota berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang
memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mengemban
peran dan fungsi dalam membantu Walikota menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk
pengelolaan keuangan daerah.

b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai
tugas koordinasi di bidang:

1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3) penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

4) penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

5) tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan

6) penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.




















































































